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Abstrak 

 
Pelatihan Pembuatan NPWP dan NIB secara online adalah sebagai bentuk identitas dalam pelaksanaan 

kewajiban perpajakan suatu dokumen yang wajib dimiliki oleh setiap Wajib Pajak sebagai masyarakat maupun 

badan usaha sebagai bukti legalitas usaha dalam tanda pengenal diri Wajib Pajak untuk melaksanakan hak dan 

kewajiban perpajakan. Kegiatan ini menargetkan masyarakat khusunya para Pelaku Usaha Tani dan dipraktikan 

secara langsung dalam proses pendaftarannya secara online. Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini 

yaitu berbentuk metode kualitatif dengan melakukan pendekatan secara langsung kepada masyarakat di Desa 

Sidomulyo yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam, mengembangkan teori, mendeskripsikan 

realitas dan kompleksitas sosial. Tahapan ini dimulai dari: 1) Pendaftaran akun, 2) Data diri, 3) Pembuatan 

NPWP, dan 4) dilanjutkan Pendaftaran NIB, 5) Pengunduhan dokumen digital. Pelatihan dan Pembuatan 

Legalitas Usaha yang dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2023. Diharapkan dengan Pelatihan Pembuatan 

NPWP dan NIB secara online para pelaku usaha dapat memiiki secara gratis dan dapat dipahami oleh pelaku 

usaha sebagai bentuk pertanggungjawaban jika terjadi sesuatu yang merugikan pihak lain dalam kegiatan usaha 

yang dilakukan. 

Kata kunci: Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Nomor Induk Berusaha (NIB). 

 

 

Abstract 
Training on making NPWP and NIB online is a form of identity in carrying out tax obligations, a document that 

must be owned by every taxpayer as a public or business entity as proof of business legality in a taxpayer's self-

identification to carry out tax rights and obligations. This activity targets the community, especially Farmers 

and is practiced directly in the online registration process. The method used in writing this article is in the form 

of a qualitative method by taking a direct approach to the people of Sidomulyo Village which aims to gain in-

depth understanding, develop theories, describe reality and social complexity. This stage starts from: 1) 

Account registration, 2) Personal data, 3) Making a NPWP, and 4) continuing with NIB Registration, 5) 

Downloading digital documents. Training and Making Business Legality which was held on January 30, 2023. 

It is hoped that with the online Training for Making NPWP and NIB, business actors can have it for free and 

can be understood by business actors as a form of accountability if something happens that harms other parties 

in the business activities carried out. 

Keywords: Taxpayer Identification Number (NPWP), Business Identification Number (NIB). 
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Sebagai warga negara Indonesia, NPWP tidaklah asing karena NPWP adalah dokumen yang wajib 

dimiliki oleh setiap wajib pajak maupun badan usaha. Nomor ini berfungsi menjadi tanda pengenal 

diri wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Merujuk dalam Pasal 23A 

Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi, "Pajak dan Pungutan lain yang bersifat memaksa untuk 

keperluan negara diatur dengan undang-undang". Dalam undang-undang tersebut dapat disimpulkan 

bahwa setiap warga negara Indonesia berkewajiban untuk membayar pajak dan memiliki NPWP 

sebagai identitas pelaksanaan kewajiban perpajakan atau dengan kata lain seseorang dapat 

melaksanakan kewajiban perpajakan ketika sudah memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).  

 

Ketika seseorang mulai menjalankan bisnis serta memperoleh keuntungan dari kegiatan bisnis yang 

dijalankan, maka para pelaku usaha memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Hanya wajib pajak 

yang telah memenuhi persyaratan subyektif dan obyektif sesuai dengan peraturan perpajakan yang 

perlu mendaftarkan diri (Lende et al., 2021). Namun seiring berkembangnya dunia pemanfaatan 

teknologi, kini wajib pajak yang belum memiliki NPWP dapat meregistrasi dengan via online.NPWP 

Online dapat menjadi sarana alternatif kepemilikan NPWP yang bisa digunakan sebagai tanda 

pengenal bagi wajib pajak berupa dokumen online/dokumen elektronik. Pendaftaran NPWP dilakukan 

dengan proses aktivasi yang cepat dan mudah sehingga Wajib Pajak dapat segera memperoleh kartu 

NPWP dalam bentuk digital. Selain itu pendaftaran dapat dilakukan melalui smartphone atau 

komputer sehingga Wajib Pajak dapat dengan mudah melakukan pendaftaran NPWP kapanpun dan 

dimanapun. 

 

Selain memiliki NPWP, pelaku usaha dianjurkan untuk mengurus legalitas perusahaan dengan 

membuat Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB adalah bukti legalitas usaha berupa identitas pelaku 

usaha baik usaha perorangan, badan usaha, maupun badan hukum yang diterbitkan oleh Lembaga 

OSS setelah melakukan pendaftaran yang dapat dilakukan secara online. Selain berfungsi sebagai 

identitas usaha, NIB juga sekaligus berlaku sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal 

Impor (API) dan Akses Kepaebenan yang wajib dimiliki apabila kegiatan usaha yang dilakukan 

meliputi kegiatan ekspor atau impor barang (Yeni & Yanti, 2021). Perizinan usaha ini wajib dipenuhi 

oleh pelaku usaha sebagai bentuk pertanggungjawaban jika terjadi sesuatu yang merugikan pihak lain 

dalam kegiatan usaha yang dilakukan. 

 

Pelaksanaan pelatihan pembuatan NPWP dan NIB ini bertujuan untuk menjawab permasalahan para 

pelaku usaha di Desa Sidomulyo. Berdasarkan pengamatan kami, pelaku usaha di sana belum 

memiliki izin usaha sehingga mereka seringkali kesulitan untuk menjual dan memasarkan produknya 

ke luar daerah. Oleh karena itu, kami mencoba mengadakan pelatihan untuk mengajak masyarakat 

mendaftar NPWP dan NIB secara online serta menyampaikan pentingnya memiliki usaha yang legal 

dan telah memenuhi persyaratan hukum kepada pelaku usaha sebelum memperluas pemasaran 

produknya. 

 

2. Bahan dan Metode 

Metode yang digunakandalam penulisan artikel ini adalah metode kualitatif dengan melakukan 

pendekatan secara langsung kepada masyarakat di Desa Sidomulyo yang bertujuan untuk  

memperoleh pemahaman mendalam, mengembangkan teori, mendeskripikan realitas dan 
kompleksitas sosial dalam pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) terkait program kerja Pelatihan 

Pembuatan NPWP dan NIB secara Online, mulai dari pendaftaran akun dan aktivasi, hingga tahap 
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akhir pelaksaanaan program kerja tersebut. Sumber data yang digunakan dalam penulisan artikel ini 

menggunakan sumber data sekunder yang dikumpulkan dari data yang telah ada sebelumnya 

mengenai Pelatihan Pembuatan NPWP dan NIB. 

 

Berikut langkah-langkah dalam pembuatan NPWP secara online yaitu: 

1) Mengakses website www.ereg.pajak.go.id dan melakukan aktivasi akun terlebih dahulu dan 

pastikan alamat email yang digunakan aktif dan benar 

2) Silahkan membuka email dan mengklik aktivasi lalu kembali ke halaman 

www.ereg.pajak.go.id untuk login akun yang telah berhasil diaktivasi  

3) Kemudian, melakukan pengisian data; kategori, identitas, penghasilan, alamat domisili, 

alamat KTP, alamat usaha, info tambahan, persyaratan, pernyataan, PP23 dan mengajukan 

nomor token yang akan dikirimkan melalui email 

4) Silahkan membuka email untuk memperoleh nomor token lalu kembali ke halaman 

ereg.pajak.go.id  

5) Masukkan nomor token yang telah didapatkan 

6) Memperoleh kartu NPWP dalam bentuk digital. 

 

Berikut langkah-langkah dalam pembuatan NIB secara online yaitu: 

1) Mengakses website https://oss.go.id/ 

2) Pilih menu Daftar 

3) Kemudian, melakukan pengisian data; skala usaha, verifikasi email, jenis pelaku usaha dan 

identitas pelaku usaha. 

4) Memahami dan menyetujui syarat dan ketentuan yang berlaku 

5) Memperoleh perizinan NIB dalam bentuk digital. 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

Hasil dari program kerja selama kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN)Periode 1 Tahun 2023 

Universitas Lampung di Desa Sidomulyo, Kecamatan Pagar Dewa, Kabupaten Lampung Barat 

dilaksanakan berdasarkan jadwal yang sudah disusun dan ditentukan selama kegiatan berlangsung. 

Berikut kegiatan yang dilaksanakan yaitu: 

 

Kuliah kerja nyata (KKN) Periode I Tahun 2023 Universitas lampung telah dilaksanakan diawali 

dengan kegiatan Pra-KKN pada tanggal 26 Desember 2022 dalam waktu satu hari yang berupa 

kunjungan langsung ke lokasi desa tempat pelaksanaan KKN. Kegiatan ini bertujuan untuk 

memberikan gambaran desa secara langsung dan untuk melakukan pengamatan secara langsung 

melalui informasi yang di dapatkan dari perangkat desa maupun masyarakat guna perumusan program 

kerja yang dilaksanakan saat KKN. KKN ini sudah dilaksanakan oleh mahasiswa di Desa Sidomulyo, 

Kecamatan Pagar Dewa, Kabupaten Lampung Barat dan dimulai dari tanggal 6Januari 2023 hingga 

11 Februari 2023. Mahasiswa peserta Kuliah Kerja Nyata (KKN) diwajibkan untuk membuat 

pelaporan kegiatan dan aktivitas harian berupa penjelasan aktivitas yang dilakukan disertai dengan 

foto dan video yaitu dengan dipublikasi melalui media sosial yang dibuat dari masing-masing 

penempatan desa tersebut. 

 

Kegiatan KKN merupakan kegiatan yang menuntut mahasiswa dalam pelaksanaanya terjun langsung 

didesa tersebut sebagai tujuan untuk memberikan informasi dan terus memberikan hal yang dapat 

membantu desa. Mengenai hal tersebut mahasiswa KKN UNILA Desa Sidomulyo membuat program 

kerja terkait dengan pembelajaran sosial, penyuluhan mengenai kesehatan, sosialisasi kenakalan 

remaja di sekolah, bahaya obat-obatan terlarang, minuman keras, serta pentingnya memanfaatkan 

lahan sebagai sumber pangan keluarga ataupun informasi lainnya. Selain itu Mahasiswa KKN juga 

berperan membantu dalam memberikan solusi mengenai pengembangan Wajib Pajak kepada para 

http://www.ereg.pajak.go.id/
http://www.ereg.pajak.go.id/
https://oss.go.id/
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pelaku usaha yang belum melakukan pembayaran pajak secara pribadi dengan cara digitalisasi atau 

online. Kendati demikian para pelaku usaha di sana belum memiliki izin usaha sehingga mereka 

seringkali kesulitan untuk menjual dan memasarkan produknya ke luar daerah. Jadi, dengan adanya 

program kerja Pelatihan Pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Induk Berusaha 

(NIB) maka hal ini dapat membantu proses pembuatan NPWP dan NIB secara online tanpa harus 

datang langsung ke Kantor Pusat Daerah.  

 

Melalui program kerja tersebut, Mahasiswa KKN dapat ikut andil dalam mempermudah pemerintah 

terkait Wajib Pajak kepada masyarakat di Desa untuk dapat mengembangkan usahanya supaya 

tervalidasi secara akurat berdasarkan Peraturan dalam Wajib Pajak menurut Pasal: 1 ayat (2) 

tercantum UU No. 16 tahun 2009, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliput pembayar 

pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 

adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang 

dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan 

kewajiban perpajakannya (Rioni, 2020). NPWP berfungsi sebagai identitas wajib pajak dalam rangka 

memenuhi hak dan kewajiban perpajakan sebagai Warga Negara Republik Indonesia yakni, menjaga 

ketertiban dan ketaatan pembayaran pajak serta pengawasan administrasi perpajakan.  

 

Legalitas Usaha merupakan unsur penting sebagai penunjuk jati diri bahwa suatu badan usaha tersebut 

legal dan sah secara hukum sehingga diakui oleh masyarakat (Kusmanto & Warjio, 2019). Dokumen 

legalitas yang diiperlukan untuk UMKM usaha antara lain akte pendirian badan usaha, nomor pokok 

wajib pajak perusahaan, surat izin usaha, izin lingkungan, izin edar produk dan dokumen lainnya 

(Indrawati dan Rachmawati, 2021). Manfaat memiliki Legalitas Usaha adalah sebagai berikut: 1) 

Memfasilitasi Pelaku Usaha untuk menyimpan data perizinan dalam satu identitas 2) Mendapatkan 

dokumen kepengurusan lain; a. Apabila pelaku usaha belum atau sudah terdaftar memiliki NPWP, 

dokumen dapat didownload di aplikasi OSS, b. Adanya fasilitas kepengurusan Surat izin Usaha 

Perdagangan (SIUP) c. Notifikasi kelayakan untuk mendapatkan fasilitas fiskal 3) Mendapatkan 

pendampingan untuk mengembangkan usaha. 4) Memudahkan akses pembiayaan ke lembaga 

keuangan bank dan nonbank. 5) Memudahkan pemberdayaan dari pemerintah pusat, daerah, dan 

lembaga lainnya. 6) Memangkas banyaknya waktu yang dibutuhkan dalam kepengurusan izin-izin 

yang lain. 7) Memperoleh kepastian dan perlindungan dalam berusaha dilokasi yang sudah ditetapkan. 

 

Desa Sidomulyo, Kecamatan Pagar Dewa, Kabupaten Lampung Barat merupakan desa yang sebagian 

besar penghasilan utamanya berasal dari pertanian dan perkebunan. Adapun komoditas perkebunan  

yang dihasilkan masyarakat dari Aparatur Desa setempat cukup populer di pasaran. Komoditas 

perkebunan tersebut diantaranya: Perkebunan komoditas buah kopi oleh sebagai olahan produk kopi 

bubuk serta Perkebunan komoditas labu siam/waluh untuk dijual kepasar sebagai sayuran mentah. 

Melalui kegiatan ini, kami sebagai Mahasiswa KKN mendapatkan ilmu yang sangat banyak mengenai 

komoditas hasil maupun produk yang dijual oleh masyarakat dengan melakukan kunjungan ke kebun 

daerah setempat. Salah satu contohnya adalah kami dapat secara langsung melihat proses produksi 

kopi bubuk Robusta di Desa Sidomulyo, kami banyak melihat proses pengolahannya. Adapun proses 

pengolahan yang pertama yakni:  penjemuran buah kopi, kemudian penggilingan kopi menjadi biji, 

pengeringan kopi secara konvensional, penyangraian kopi, dan penggilingan kopi menjadi bubuk, 

sampai pada tahap pengemasan kopi secara manual. Berdasarkan hasil kunjungan tersebut kami 

mendapati bahwa usaha kopi disini sudah berjalan dengan baik dengan proses pengolahan kopi yang 

efektif sehingga mampu menghasilkan bubuk kopi yang berkualitas dalam kuantitas besar untuk 

kemudian dijual ke pasar. Namun sebagian besar petani di Desa Sidomulyo masih belum memiliki 

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan juga Nomor Induk Berusaha (NIB) sehingga mereka 

seringkali mengalami kendala ketika mau memasarkan produknya di luar daerah. Mengetahui hal 
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tersebut, kami selaku mahasiswa KKN UNILA berusaha membantu menjawab permasalahan tersebut 

dengan membantu dalam pembuatan NPWP serta surat NIB dalam beriwirausaha sebagai bentuk 

legalitas Wajib Pajak. Berikut ini adalah dokumentasi saat pelatihan yang dilaksanakan di Balai Desa 

Sidomulyo Kecamatan Pagar Dewa. 

 
Gambar 1. Kegiatan Pelatihan Pembuatan NPWP dan NIB 

 

Sosialisasi Pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Nomor Induk Berusaha ini dilaksanakan di 

Balai Desa Sidomulyo pada Senin, 30 Januari 2023. Kegiatan ini dihadiri oleh para Kepala Dusun dan 

segenap pemuda Karang Taruna di Desa Sidomulyo. Melalui kegiatan pelatihan ini, mahasiswa KKN 

membantu menjelaskan mengenai proses pembuatan legalitas usaha yang bertujuan untuk 

memudahkan masyarakat khusunya para Pelaku Usaha Tani yang ada di Desa Sidomulyo, Kegiatan 

ini dipraktikan secara langsung namun dalam proses pendaftarannya dilakukan secara online dan 

ditampilkan melalui layar proyektor. Praktik pembuatan NPWP dan NIB ini memakan waktu 2 jam 

dan disambut baik oleh masyarakat yang menghadirinya. Hal ini terlihat dari cukup banyaknya 

pertanyaan yang diajukan saat pelatihan berlangsung. 

 

Pelaku usaha atau pebisnis dapat langsung mengurus dan mengisi data pribadi dan data usahanya 

secara mandiri pada sistem online single submission (OSS) dengan Link Website; https://oss.go.id/. 

Hal tersebut dapat mempermudah dan mempercepat proses pendataan para pelaku usaha yang ada di 

Indonesia (Latif et al., 2021).Sehingga para pelaku usaha atau pebisnis wajib memiliki izin secara 

legal (legalitas usaha) (Armiani et al., 2022). 

Berikut merupakan penjelasan mengenai tahapan dan langkah untuk membuat akun pendaftaran 

hingga menjadi sebuah kartu atau dokumen online/dokumen elektronik. 

Adapun langkah pembuatan NPWP adalah sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://oss.go.id/
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a) Pendaftaran Akun eregistration. 

Langkah 1 

Pengisian Data 

 
Gambar 2. Langkah pengisian data email 

Langkah 2 

Verifikasi Email 

 
Gambar 4. Langkah verifikasi email 

Langkah 3 

Pengisian Identitas 

 
Gambar 5. Langkah pengisian identitas 
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Langkah 4 

Aktivasi Akun 

 
Gambar 5. Langkah aktivasi akun 

 

b) Pembuatan NPWP. 

Langkah 1 

Login Menggunakan Akun Eregistration 

 
Gambar 6. Langkah login menggunakan akuneregistration 

Langkah 2 

Pengisian Data 

 
Gambar 7. Langkah pengisian data kategori wajib pajak 
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Langkah 3 

Pengisian Data 

 
Gambar 8. Langkah pengisian identitas 

Langkah 4 

Pengisian Data 

 
Gambar 9. Langkah pengisian data penghasilan 

Langkah 5 

Pengisian Data 

 
Gambar 10. Langkah pengisian alamat domisili 
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Langkah 6 

Pengisian Data 

 
Gambar 11. Langkah pengisian alamat sesuai KTP 

 

 

 

Langkah 7 

Pengisian Data 

 
Gambar 12. Langkah pengisian alamat usaha 

Langkah 8 

Pengisian Data 

 
Gambar 13. Langkah pengisian info tambahan 
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Langkah 9 

Menyatakan Keabsahan Data 

 
Gambar 14. Langkah pernyataan keabsahan data 

Langkah 10 

Pemenuhan Persyaratan 

 
Gambar 15. Langkah pemenuhan persyaratan 

Langkah 11 

Menyetujui Syarat dan Ketentuan 

 
Gambar 16. Langkah persetujuan syarat dan ketentuan 
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Adapun langkah pembuatan NIB adalah sebagai berikut:  

a) Mengunjungi Laman Resmi OSS 

 
 

Gambar 17. Halaman utama sistem web OSS 

 

b) Pendaftaran Akun NIB 

Langkah 1 

Pengisian Data 

 
Gambar 18. Langkah menentukan skala usaha 
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Langkah 2 

Verifikasi Email / Nomor Telepon 

 
Gambar 19. Langkah verifikasi email / nomor telepon 

Langkah 3 

Membuat Password Baru 

 
Gambar 20. Langkah pembuatan password baru 
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Langkah 4 

Mengisi Profil Pelaku Usaha 

 
Gambar 21. Langkah pengisian data pelaku usaha 

 

Mengenai tahapan tersebut bahwa setiap masyarakat Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan 

subyektif dan objektif sebagai subjek pajak, diwajibkan untuk segera memiliki Nomor Pokok Wajib 

Pajak (NPWP). Secara umum posedur pembuatan NPWP sebagai salah satu syarat menjadi tanda 

pengenal diri wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Pembuatan NPWP 

sangatlah penting untuk dimiliki sebagai wajib Pajak, karena pada kenyataannya masih belum banyak 

masyarakat wajib pajak yang tidak mendaftarkan dirinya untuk mendapatkan NPWP tersebut 

dikarenakan ketidaktahuan Wajib Pajak serta kurang memahami tata cara mendaftakan diri untuk 

memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Hal ini juga disebabkan oleh rendahnya 

pengetahuan mengenai perpajakan di kalangan masyarakat Desa Sidomulyo Kecamatan Pagar Dewa. 

Pelatihan dilakukan untuk memberikan pemahaman serta edukasi mengenai pembuatan akun NPWP 

dan NIB secara online. Keuntungan yang didapat berdasarkan dari kegiatan program kerja yang sudah 

dilakukan, hasil evaluasi dapat dilihat pada Tabel 1. Sebagai berikut: 

 

Tabel 1.Kondisi Pelaku Usaha saat mengikuti Pelatihan Pembuatan Legalitas Usaha 

Kondisi  Komponen  Note/Catatan 

Sebelum  Pemahaman Bisnis 

terhadap legalitas 

Usaha yang dilakukan masih system tradisional, dan 

belum termotivasi, karena usaha masih mikro serta rasa 

takut dikenakan biaya jika mengurus legalitas usaha 

Sesudah  Pemahaman Bisnis 

terhadap legalitas  

Termotivasi untuk mengembangkan usaha supaya lebih 

baik dan menjadi pebisnis yang sukses, karena sudah 

memiliki perizinan usaha dan wajib pajak secara gratis 

Sumber: Jurnal JPMF, 2022 

 

Berdasarkan Tabel 1 di atas, para pelaku usaha termotivasi untuk berusaha lebih baik lagi dikarenakan 

sudah merasa PD untuk memasarkan produknya secara luas karena sudah memiliki legalitas usaha, 
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dan termotivasi juga dalam memanfaatkan teknologi digital dalam mendukung usahanya tersebut, hal 

tersebut sesuai dengan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan oleh (Yuniti et al., 2021). 

 

4. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai pelatihan untuk pembuatan NPWP dan NIB yang telah 

dilakukan dapat disimpulkan bahwa: 

1) NPWP ataupun NIB online dapat menjadi sarana alternatif kepemilikan Nomor Pokok wajib 

Pajak yang bisa digunakan sebagai tanda pengenal bagi wajib pajak berupa dokumen 

online/dokumen elektronik, selain itu proses aktivasi yang cepat dan mudah sehingga Wajib Pajak 

dapat segera memperoleh kartu NPWP maupun NIB dalam bentuk digital. 

2) Legalitas usaha Nomor Pokok Wajib Pajak serta Nomor Induk berusaha adalah suatu bentuk 

identitas dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan suatu dokumen yang wajib dimiliki oleh setiap 

Wajib Pajak sebagai masyarakat maupun badan usaha sebagai bukti legalitas usaha dalam tanda 

pengenal diri Wajib Pajak untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. 

3) Para pelaku usaha dapat dengan memahami sehingga termotivasi untuk dapat memiliki surat izin 

legal secara pribadi dengan mudah dilakukan secara online serta memperoleh kepastian dan 

perlindungan dalam berusaha, selain itu juga memudahkan dalam mendapatkan pemberdayaan 

dari pemerintah pusat, daerah dan lembaga lainnya  
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